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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHANUMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor Yol |PM.00.02/K.SN-20/10/2024 Toraja Utara, 13 Oktober 2024
Sifat . Penting dan Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
pada Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

Surat Edaran Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi
Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan
Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan
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Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada
Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menyampaikan hal sebagai
berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara:

Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas
Kabupaten/Kota.

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan
oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara:

Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang
berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. pencegahan
pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah provinsi;

3. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan
penyusunan daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara:

Pasal 2 angka (10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan
terhadap proses:

10. pencatatan DPPh dan DPTb.
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4. Peraturan mengenai Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan:

a) Pasal 1 angka (22) angka (23) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data
dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai
berikut:

22. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih
yang tidak terdaftar sebagaiPemilih dalam DPT namun memenuhi syarat
dilayani

penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

23. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar
yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya di TPS lain.

b) Pasal 1 angka (29) dan angka (30) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, yang berbunyi:

29. DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT,
namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya
untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan
suara di TPS lain.

30. DPK adalah Daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT,
namun memenuhi syarat sebagai Pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya
pada hari dan tanggal pemungutan suara.

c) Halaman 8 angka (24) dan angka (25) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

24. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disebut DPTb, adalah daftar yang
berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu
Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang
besangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPK adalah daftar
Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi
syarat sebagai Pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal
pemungutan suara.

5. Peraturan mengenai penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih
Tambahan:

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 61, yang berbunyi:

(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum
terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat
menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik.

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga
atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera
dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan
dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Pasal 62, yang berbunyi:

(1) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau
karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang
bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih dari
daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.

(3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang
baru.

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-asal
sebagai berikut:

Pasal 50, yang berbunyi:

(1) Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT.

(2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang
karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk
memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan
suara di TPS lain.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang
mendampingi;
¢. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti
rehabilitasi;

. menjalani rehabilitasi narkoba;

. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau

terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;

f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;

g. pindah domisili;

o Q
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h. tertimpa bencana alam;

i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau

J- keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 51, yang berbunyi:

(1) Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat
asal atau tempat tujuan.

(2) Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat
asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(3) Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat
melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau
tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh)
Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb,
dengan syarat:

a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
b. dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.

Pasal 53, yang berbunyi:

(1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan

DPTb.

(2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTDb,
tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan
lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata
penduduk, atau IKD.

(4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan
suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam
daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum
selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

6. Peraturan mengenai program dan jadwal penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan
Daftar Pemilih Tambahan:

Halaman 4 pada lampiran Il Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

Jadwal awal, pada Selasa, 17 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Rabu, 20
November 2024

7. Peraturan mengenai saran perbaikan dan/atau rekomendasi perbaikan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) serta ketentuan pidana Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024:
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a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 177, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan
untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah).

Pasal 177A, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan
paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00
(tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 177B, yang berbunyi:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU
Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak
melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan
paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak
pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan
dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00
(dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 179, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu
aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu
perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai
seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara
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paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 181, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah
tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain
menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 182, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang
ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk
terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling
lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).

b) Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:

a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif: atau
b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.

(3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang
ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.

(4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat
dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem
ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin
konsistensi dan kepastian hukum pada Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar
Pemilih Tambahan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Toraja
Utara mengimbau untuk:

1. Memastikan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (yang selanjutnya
disebut DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (yang selanjutnya disebut DPK) pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 di
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wilayah Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme
yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;

2. Memastikan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 di
wilayah Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan sesuai dengan prinsip komprehensif,
akurat, mutakhir, pelindungan data pribadi, efektif dan efisien:

3. Memberikan akses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih
Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Toraja Utara kepada Pengawas Pemilihan untuk
dapat diawasi secara maksimal dan optimal;

4. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah
Pemilih tersebut terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada Pemilih
ganda;

5. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan rapat koordinasi terkait
penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) secara berkala setiap bulan hingga 7
(tujuh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara;

6. Memastikan Pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke
TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data Pemilih lain agar
divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna
meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada Hari Pemungutan Suara;

7. Memastikan Pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari
TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);

8. Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS paling
lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara. Selanjutnya KPU Kabupaten
Toraja Utara mengkoordinasikan kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dalam hal
penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) bahwa telah disampaikan kepada
KPPS;

9. Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 di
wilayah Kabupaten Toraja Utara terintegrasi dengan Sistem Informasi Data Pemilih
(SIDALIH);

10. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Toraja Utara terkait sinkronisasi Data Pemilih non KTP-el (Kartu Tanda
Penduduk Elektronik) dan perubahan batas wilayah yang berimplikasi pada identitas
kependudukan, domisili dan ketidaksesuaian lokasi pemungutan suara;

11. Melaksanakan sosialisasi dan/atau menyebarluaskan informasi secara masif kepada
masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Toraja Utara terhadap ketentuan
penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan
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Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 di wilayah
Kabupaten Toraja Utara;

12. Menindaklanjuti masukan, tanggapan, saran perbaikan dan/atau rekomendasi
perbaikan serta putusan Pengawas Pemilihan atas temuan dan/atau laporan dugaan
pelanggaran Pemilihan pada penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih
Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan;

2. Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

3. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024:

4. Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
5. Arsip.
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